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Partisipasi ACIAR di dalam Program Kemitraan
Australia—Indonesia

Program Kemitraan Australia—Indonesia (Australia—Indonesia Partnership/AIP) mendukung
berbagai upaya rekonstruksi dan pembangunan Indonesia, baik di daerah yang terkena
bencana tsunami maupun di luarnya. Bantuan yang diberikan berupa kerja sama jangka
panjang yang menekankan pada pembangunan sosial ekonomi.

Sebagai bagian dari AIP, Prakarsa Pengembangan Agribisnis Petani Kecil (Smallholder
Agribusiness Development Initiatif SADI) bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan
produktifitas petani dan agribisnis sebagai respon terhadap beragam peluang pasar. Program
ini dilaksanakan di empat provinsi di kawasan timur Indonesia — Nusa Tenggara Timur, Nusa
Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan.

Komitmen ACIAR pada SADI menekankan pada dukungan terhadap kegiatan penelitian
terapan yang berbasis pasar, peningkatan proses alih pengetahuan dan pengembangan
kapasitas para stakeholder kelembagaan utama. Komitmen ini bertujuan untuk mengatasi
berbagai kendala dan hambatan yang merintangi para petani kecil dan sektor agribisnis di
dalam menjalin hubungan dengan pasar.
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Pengantar

Program Kemitraan Australia-Indonesia (Australia-Indonesia Partnership /AIP), yang berupa
bantuan dana hibah sebesar $500 juta dan pinjaman ringan sebesar $500 juta dengan jangka
waktu lima tahun, diumumkan pada Januari 2005. Kemitraan ini mendukung berbagai upaya
rekonstruksi dan pembangunan Indonesia, baik di daerah yang terkena tsunami maupun di
luarnya. Bantuan yang diberikan berupa kerja sama jangka panjang yang berkelanjutan dengan
fokus pada berbagai proyek pembangunan sosial dan ekonomi serta program-program di
bidang reformasi dan demokratisasi di Indonesia.

ACIAR berkomitmen kepada kemitraan ini melalui keterlibatannya di dalam pelaksanaan salah
suatu komponen dari Prakarsa Pengembangan Agribisnis Petani Rakyat (Smallholder
Agribusiness Development Initiative/SADI) yang bertujuan untuk meningkatkan produktifitas dan
pertumbuhan sektor pedesaan di empat provinsi di kawasan timur Indonesia — Nusa Tenggara
Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan.

Prakarsa ini akan meningkatkan pendapatan dan produktivitas petani dan agribisnis di dalam
merespon berbagai peluang pasar melalui sebuah proses yang didukung oleh kapasitas
penelitian dan pengembangan terapan yang telah dikembangkan.

Peranan ACIAR di dalam prakarsa ini adalah untuk memperkuat kapasitas penelitian dan
pengembangan pertanian di tingkat provinsi yang berbasis pasar dan klien serta mewujudkan
proses alih pengetahuan yang efektif kepada para pengguna akhir. Bagian utama dari
pendekatan ini dilaksanakan melalui berbagai proyek penelitian terapan berbasis pasar yang
menjadi prioritas bagi para petani rakyat, kelompok tani, agribisnis, pemerintah, dan lembaga
pendukung lainnya.

Laporan ini merupakan bagian dari sumbangsih ACIAR kepada Program Kemitraan Australia-
Indonesia dalam bentuk analisa yang mendalam terhadap sebuah komoditas usaha tani rakyat
yang penting di kawasan timur Indonesia. Laporan ini merekomendasikan untuk memberikan
dukungan terhadap pengembangan di masa depan atas industri terkait di dalam kerangka
Program SADI dan akan dimanfaatkan secara lebih lanjut di dalam komitmen ACIAR terhadap
Program Kemitraan Australia-Indonesia di masa yang akan datang.

Saya yakin dan percaya bahwa laporan ini akan memberikan kontribusi yang bernilai kepada
hubungan kemitraan yang penting ini.

Nick Austin
Chief Executive Officer
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1 Ucapan terimakasih

Penulis ingin mengucapkan terimakasih atas kontribusi yang diberikan oleh berbagai lembaga
yang terlibat, terutama kepada Universitas Hasanuddin dan Badan Pengkajian Teknologi
Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan. Tanpa adanya kontribusi dari kesemua pihak tersebut,
maka laporan ini akan sulit untuk diwujudkan.

Secara khusus, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak industri udang di
Sulawesi Selatan yang telah mendedikasikan waktu serta masukan yang sangat berharga bagi
pembuatan laporan ini.
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2

Ringkasan eksekutif

Udang merupakan salah satu komoditas ekspor populer di sektor perikanan Indonesia. Menurut
data Departemen Perikanan dan Kelautan, Indonesia mengekspor 143.550 ton udang yang
bernilai 1.086 juta Dolar AS pada tahun 2004. Sebagai upaya untuk mendorong perkembangan
industri yang sangat berharga ini, pihak Departemen telah menetapkan target ekspor sebesar
540.000 ton pada tahun 2009.

Walaupun Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi penghasil udang terbesar (sekitar
7,2 persen dari total produksi udang Indonesia), jumlah produksi di daerah ini mengalami
penurunan dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir akibat serangan penyakit, desain
tambak udang yang tidak maksimal dan permasalahan mutu budidaya yang rendah. Agar bisa
mencapai target 2009, maka revitalisasi terhadap tambak dan peningkatan mutu budidaya
merupakan suatu hal yang wajib dilaksanakan.

Tingkat daya hidup udang terkait dengan serangan penyakit udang merupakan sebuah faktor
krusial yang mengkuatirkan para petambak udang dan industri terkait dalam hal pemenuhan
kebutuhan pasokan. Kondisi kapasitas petambak yang rendah membutuhkan keberadaan
kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kapasitas mereka di dalam teknik budidaya udang.
Akan tetapi untuk bisa melaksanakan kebijakan tersebut, maka industri ini perlu untuk menjadi
lebih mandiri.

Strategi terbaik untuk mengembangkan industri udang Indonesia adalah didasarkan pada
pengembangan rantai pasokan yang lebih efektif, melalui peningkatan hubungan dan
komunikasi di antara petani dan pedagang perantara untuk menghindari kelangkaan pasokan
dan permasalahan teknologi budidaya. Intervensi pemerintah dibutuhkan untuk mendorong
kemitraan yang lebih baik di antara semua pihak yang ada di dalam sistem rantai pasokan
untuk mewujudkan perdagangan maupun sistem berbagi risiko yang lebih adil.

Sistem pertanian kontrak yang formal dapat diperkenalkan untuk berbagi risiko kegagalan yang
dapat dialami oleh para petambak udang. Proses ini juga dapat meningkatkan produktifitas dan
mutu yang berujung pada peningkatan keuntungan rantai pasokan yang dicapai melalui:

e peningkatan akses ke pasar ekspor yang memberikan penawaran harga tertinggi
e investasi permodalan yang inovatif

e akses ke teknologi yang lebih maju/produktif

o akses ke kelompok petani untuk berbagi keahlian

e struktur harga tetap yang terjamin

e pengelolaan risiko yang lebih baik, dimana risiko dibagi kepada semua pihak yang ada di
dalam sistem rantai nilai

e peningkatan lapangan kerja di usaha tani keluarga
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3 Pendahuluan

Indonesia sebagai wilayah kepulauan memiliki wilayah perairan yang sangat luas, yaitu 5,8 juta
km2 wilayah laut dengan garis pantai sepanjang 81.000 km. Kondisi air laut bertemperatur
hangat dan tenang, terutama di wilayah teluk yang memiliki potensi untuk pengembangan
budidaya perikanan air laut, antara lain karang laut, kerang dan ikan. Selain itu juga terdapat
pengembangan budidaya tambak ikan di wilayah pesisir. Menurut Bappenas (2004) terdapat
potensi wilayah daratan yang luas yang bisa dimanfaatkan sebagai kawasan budidaya
perikanan darat.

Permintaan global berkontribusi terhadap pengembangan perikanan, antara lain peningkatan
permintaan atas ikan dan produk perikanan, perubahan pola pangan dari daging merah ke
daging putih dan perubahan gaya hidup yang berorientasi pada makanan dari produk hasil laut
(makanan non kolesterol).

Peningkatan ekspor udang membuat udang menjadi salah satu komoditas ekspor paling
populer di sektor perikanan. Menurut data Departemen Perikanan dan Kelautan (2006), volume
ekspor udang Indonesia ke pasar dunia mencapai 139.450 ton yang bernilai 887,13 juta Dolar
AS pada tahun 2003. Pada tahun 2004, volume ekspor meningkat menjadi 143.550 ton atau
setara dengan 1,086 miliar Dolar AS. Departemen Perikanan dan Kelautan menargetkan bahwa
ekspor udang secara nasional akan mencapai angka 540.000 ton pada tahun 2009. Jepang, AS
dan Uni Eropa merupakan negara-negara tujuan utama eskpor udang Indonesia.

Hasil produksi udang hasil budidaya hanyalah sebanyak 192.935 ton pada tahun 2003. Volume
ini mengalami peningkatan menjadi 238.843 ton pada tahun 2004, 281.049 ton pada tahun
2005 dan 327.260 ton pada tahun 2006. Diperkirakan pada tahun 2007, produksi udang secara
nasional akan mencapai 410.000 ton. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh karena proses
revitalisasi sektor perikanan dan kelautan yang dilaksanakan selama periode 2005-2009.

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah revitalisasi terhadap tambak udang intensif
dengan udang varietas vaname, dimana sekitar 7.000 ha tambak digunakan untuk
menghasilkan produksi udang rata-rata sebesar 30 ton/ha/tahun. Pemerintah juga telah
merevitalisasi tambak tradisional dengan udang varietas vaname, dimana revitalisasi
dilaksanakan atas tambak seluas 140.000 ha dengan hasil produksi rata-rata seluas 600-1500
kg/ha/tahun. Tindakan lain yang dilaksanakan adalah mengimpor induk udang varietas vaname
SPF, domestifikasi udang varietas vaname agar bebas dari pathogen spesifik dan mengimpor
induk udang yang tahan terhadap serangan pathogen spesifik.

Salah satu karakteristik unik budidaya udang di Indonesia adalah penerapan skema ‘Inti-
Plasma’ atau NESS (Nucleus Estate Smallholders Scheme). Konsep ini diperkenalkan di
Indonesia pada awal tahun 1990-an. Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 509/1995 tentang
program kemitraan perikanan mempersyaratkan skema kemitraan NESS untuk tambak udang
di atas 100 hektar. Skema ini telah meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi industri udang
untuk bisa berdaya saing di pasar dunia.

Pada sistem NESS, sebuah perusahaan mengubah bidang tanah yang luas (seringkali hutan
bakau maupun ekosistem tanah basah lainnya) menjadi wilayah tambak udang. Pihak
perusahaan kemudian membuat kesepakatan dengan petani rakyat yang membeli input-input
pertanian dan menjual hasil panen kepada pihak perusahaan. Secara teoritis, para petani
rakyat diharapkan untuk membayar utang mereka kepada pihak perusahaan dalam kurun waktu
7-8 tahun dan kemudian menjadi pemilik independen atas lahan tambak yang diolahnya setelah
melewati jangka waktu tersebut. Pada kenyataannya, perusahaan secara sepihak menetapkan
semua persyaratan dan harga. Perusahaan yang menikmati keuntungan dan petani terjebak di
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dalam lingkaran setan kemiskinan dan utang. Ketika panen udang mengalami kegagalan,
seluruh kerugian ditanggung oleh petani yang kemudian jatuh ke dalam belitan utang (Siregar,
2001).

Salah satu contoh kasus sistem NESS yang gagal adalah PT Dipasena Citra Darmaja di
Lampung yang merupakan usaha tambak udang terpadu terbesar di Asia Tenggara, yang
melibatkan lebih dari 9.000 petambak udang. Pada tahun 2001, terjadi konflik di antara pihak
perusahaan (inti) dengan para petambak (plasma). Permasalahan yang terjadi mencakup
pengambilalihan lahan milik petambak, kredit kepada petani, dan monopoli perusahaan di
dalam penentuan harga (Kompas, 26 April 2000).

Industri udang juga menghadapi permasalahan ekspor. Dampak dari adanya larangan impor
udang dari Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya oleh AS, Uni Eropa dan Jepang
berdampak signifikan terhadap Indonesia. Hambatan non-tarif yang diberlakukan di negara-
negara maju ini menjadi lebih serius daripada hambatan tarif karena hambatan tarif akan
berkurang secara bertahap di dalam bentuk liberalisasi perdagangan. Hambatan non tarif terdiri
dari berbagai hambatan teknis dan Sanitary and Phytosanitary Measures (SPSM), yang
memungkinkan negara-negara anggota WTO untuk melindungi kehidupan/kesehatan manusia,
dan fauna di negara masing-masing (Oktaviani Dan Erwidodo, 2006).

Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh industri udang, pihak
Departemen Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia membentuk Komisi Perudangan
Indonesia pada tanggal 8 Oktober 2004. Komisi ini memiliki mandat untuk menangani
permasalahan di industri udang secara komprehensif dan membangun komunikasi yang lebih
baik antar para stakeholder di industri ini. Salah satu langkah yang ditempuh oleh Komisi ini
untuk meningkatkan investasi adalah memberikan saran kepada pemerintah untuk memperbaiki
kondisi industri perikanan nasional (Pasaribu, 2004). Akan tetapi keefektifan para anggota
komisi ini masih belum terbuktikan.

Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah penghasil udang terbesar di Indonesia, dimana
provinsi ini berkontribusi terhadap 7,2% dari keseluruhan produksi udang Indonesia (21.150 ton
dari total 295.000 ton). Departemen Perikanan dan Kelautan telah menetapkan target produksi
sebesar 540.000 ton untuk dicapai pada tahun 2009, dimana Sulawesi Selatan diharapkan
untuk berkontribusi sebesar 44.500 ton atau 8,24%. Walaupun merupakan sebuah daerah
penghasil udang terbesar, beberapa tahun belakangan ini hasil produksi udang Sulawesi
Selatan mengalami penurunan yang signifikan karena serangan penyakit, desain tambak udang
yang tidak maksimal dan permasalahan mutu budidaya yang rendah.

Prioritas utama untuk industri udang adalah pelaksanaan analisis terhadap serangkaian pilihan
pertanian kontrak yang dapat menguntungkan petani rakyat dan meningkatkan daya saing
industri udang Indonesia. Analisis ini akan meliputi sebuah pengkajian terhadap pilihan kontrak
yang ada pada saat ini, pertimbangan tentang siapa yang akan diuntungkan maupun akan
dirugikan di dalam sistem rantai pasokan, kunjungan lapangan untuk melakukan survei atas
pilihan-pilihan yang ada, dan pembuatan strategi untuk mempertimbangkan pilihan-pilihan yang
terbaik.
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4

Latar belakang

Latar belakang ini berisikan pengkajian atas sejumlah literature tentang pertanian kontrak
(konsep, keuntungan dan risiko beserta studi kasus) yang telah dilaksanakan di berbagai
negara. Studi kasus yang lebih rinci tentang pertanian kontrak di Indonesia juga termasuk
sebagai bagian yang dikaji.

4.1 Konsep pertanian kontrak

Pertanian kontrak merupakan sebuah mekanisme yang memiliki potensi untuk meningkatkan
taraf hidup petani rakyat di wilayah pedesaan dan memberikan kepada mereka manfaat dari
liberalisasi perekonomian. Menurut FAO (2001), pertanian kontrak dapat didefinisikan sebagai
sebuah perjanjian antara petani dan perusahaan untuk produksi dan pemasokan produk-produk
pertanian yang diatur di dalam kesepakatan awal, seringkali dalam bentuk penentuan harga.
Melalui kesepakatan kontraktual ini, maka pihak agro-industri akan dapat membantu petani
untuk neralih dari sistem pertanian tradisional menjadi sistem pertanian yang menghasilkan
produk bernilai tinggi dan berorientasi ekspor. Kesepakatan yang umum dilakukan adalah pihak
pembeli akan menyediakan sejumlah dukungan produksi, antara lain yaitu pasokan input dan
penyediaan konsultasi teknis. Sebaliknya, pihak petani dipersyaratkan untuk menyediakan
komoditas spesifik berdasarkan standar mutu dan jumlah yang ditentukan oleh pihak pembeli,
selanjutnya pihak perusahaan juga diharuskan untuk memberikan komitmen di dalam
mendukung produksi petani dan membeli produksi yang dihasilkan.

Perjanjian kontraktual mencakup tiga wilayah:

e pasar (petani dan pembeli menyepakati penjualan dan pembelian yang akan dilaksanakan
di masa depan)

e sumberdaya (pembeli menyepakati untuk menyediakan input dan dukungan teknis)

o spesifikasi budidaya (petani menyepakati untuk mengikuti praktik-praktik budidaya yang
dipersyaratkan oleh pihak pembeli di dalam melaksanakan kegiatan budidaya) (Erappa, S.,
2006)

Sementara itu menurut Patrick, dkk (2004) pertanian kontrak merupakan sebuah sistem
intermediasi produksi dan pemasaran, yang membagi risiko produksi dan pemasaran di antara
pihak agribisnis dengan petani. Hal ini dapat dilihat sebagai cara untuk mengurangi biaya
transaksi yang tinggi yang diakibatkan oleh kegagalan pasar dan/atau pemerintah di dalam
menyediakan input-input yang dibutuhkan (misalnya, kredit, asuransi, informasi, prasarana Dan
faktor-faktor produksi) serta institusi pasar.

Pertanian kontrak mengacu pada sebuah sistem dimana sebuah pusat pengolahan, atau unit
pengekspor, membeli hasil panen dari para petani independen berdasarkan kesepakatan
pembelian yang telah ditentukan sebelumnya melalui sebuah kontrak (Baumann, 2000).
Ketentuan kontrak beragam dan umumnya menspesifikasikan tentang besaran jumlah yang
akan dibeli oleh pihak kontraktor beserta harga yang akan dibayarkan. Kontraktor umumnya
menyediakan kredit input dan dukungan teknis. Secara mendasar, pelaksanaan kontrak
merupakan cara untuk mengalokasikan risiko di antara produsen dengan pihak kontraktor;
petani mengambil risiko produksi sementara pihak kontraktor mengambil risiko pemasaran.
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4.1.1 Manfaat dan risiko kontrak bagi petani

Evaluasi positif atas pertanian kontrak mengindikasikan bahwa para petani dapat memperoleh
manfaat langsung maupun tidak langsung dari kontrak dalam hal peningkatan keuntungan dari
sistem ini. Manfaat langsung dari kontrak meliputi: peningkatan akses ke pasar, kredit dan
input, pemanfaat teknologi yang lebih baik, alih teknologi, struktur harga yang tetap dan
terjamin, manajemen risiko yang lebih baik, dan peningkatan lapangan kerja di usaha tani
keluarga. Sementara itu dampak tidak langsung dari sistem ini adalah peningkatan
pemberdayaan perempuan dan pengembangan budaya komersial (Glover Dan Kusteter, 1990;
Key dan Runsten, 1999; Eaton dan Shepperd, 2001 di dalam Simmons, 2002).

Akan tetapi, berbagai keuntungan bagi petani ini bergantung pada sejumlah faktor. Isu pertama
untuk dipertimbangkan adalah apakah petani mampu untuk berpartisipasi di dalam sistem
pertanian kontrak ketika kesempatan untuk itu ada. Apabila pihak agro-industri menawarkan
kontrak untuk produksi sebuah komoditas tertentu, apakah terdapat kecenderungan untuk
menawarkan kontrak hanya kepada petani yang memiliki lahan yang luas?

Terdapat juga bukti bahwa pertanian kontrak dapat menyebabkan dampak negatif terhadap
kesejahteraan petani. Sejumlah penulis mengekspresikan kekuatiran mereka bahwa umunya
kontraktor lebih memilih petani yang mapan dan mengabaikan petani-petani kecil di dalam
proses pembangunan (CDC, 1989; Runstein, 1992; Little dan Watts, 1994). Dampak negatif lain
dari pertanian kontrak adalah potensi untuk menjebak petani kecil di dalam kontrak, dampak
sosial yang negatif dari ‘ekonomi komersial’, penyempitan pasar lokal karena sistem budidaya
yang berbasis kontrak memperkecil produksi pangan lokal, pelanggaran kesepakatan kontrak,
dan kekuatiran umum tentang perilaku perusahaan multinasional di negara-negara berkembang
(Clapp, 1988; Wilson, 1990; Little dan Watts; Torres, 1997; Singh, 2000).

4.1.2 Manfaat dan risiko bagi perusahaan agribisnis

Terdapat banyak alasan mengapa perusahaan agribisnis menggunakan sistem pertanian
kontrak di dalam berhubungan dengan petani. Alasan utama adalah perusahaan memperoleh
akses ke biaya tenaga kerja dan lahan yang murah di dalam pembudidayaan berbagai
komoditas bernilai tinggi yang normalnya tidak dibudidayakan oleh para petani lokal. Alasan
lainnya adalah bahwa perusahaan dapat berpartisipasi di dalam pasar dimana normalnya
mereka tidak bisa mengaksesnya. Mereka dapat meminimalkan biaya karena tidak harus
membeli lahan atau mempekerjakan tenaga kerja secara langsung. Mereka dapat mendorong
petani untuk membudidayakan komoditas-komoditas baru melalui penyediaan kredit dan input-
input lainnya (pada sejumlah kasus berupa bantuan teknis).

Terdapat sejumlah potensi manfaat penghematan bagi perusahaan agribisnis untuk
menyediakan kredit kepada petani. Apabila perusahaan tersebut berukuran besar dan mampan,
maka terdapat peluang untuk memperoleh dana pada tingkat bunga usaha yang normal.
Sebuah perusahaan besar juga memiliki keuntungan dibandingkan dengan rentenir di dalam hal
manajemen risiko karena ukuran dan keberagaman portofolio pinjaman yang dimiliki.
Berinvestasi pada sejumlah besar pinjaman kecil memungkin diversifikasi risiko pinjaman, baik
di antara para peserta kontrak tertentu maupun di antara para peserta sejumlah kontrak
komoditas. Perusahaan agribisnis juga memiliki keuntungan di dalam memberikan pinjaman
berdasarkan kontrak yang dimiliki. Sebuah kontrak memungkinkan untuk melakukan
pengawasan atas proses penggunaan input, sebuah tingkatan pengendalian atas keputusan
budidaya tanaman untuk memastikan kemampuan pembayaran piutang dan perusahaan juga
dapat menentukan cara pembayaran piutang. Selain itu, kontrak juga memastikan pemasokan
produk kepada pihak perusahaan, karena utang petani akan dikurangi langsung dari
pembayaran pembelian hasil panen (Key dan Runstein, 2009).
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Kriteria sistem pertanian kontrak yang berhasil di dalam meningkatkan kesejahteraan, dapat
dilihat dari bagaimana sebuah kontrak dilaksanakan. Apabila kontrak dapat diakses secara
bebas dan tidak ada hambatan apabila ingin keluar, maka perjanjian kontrak semacam ini
mengindikasikan bahwa kedua belah pihak berada pada posisi yang saling diuntungkan.
Berdasarkan hal ini, maka kontrak tersebut dapat dianggap berhasil. Selain itu, keberhasilan
sebuah kontrak dapat diukur berdasarkan keberlanjutan kontrak tersebut.

Penjabaran keberhasilan di dalam hal kontrak berlanjut melewati berbagai musim mungkin
merupakan suatu hal yang sempit. Glover (1990) memiliki penjabaran yang lebih baik di dalam
mendefinisikan keberhasilan kontrak yang diukur berdasarkan:

1. Keberlanjutan keberlangsungan sebuah kontrak.
2. Dampak distribusional dari sebuah kontrak.

Sebagaimana yang akan didiskusikan di bagian berikutnya, kontrak memiliki dampak di tingkat
masyarakat dan cenderung menguntungkan kelompok tertentu dibandingkan terhadap
kelompok lainnya. Kontrak dapat menciptakan kelompok orang-orang yang dirugikan, dimana
hal ini merupakan suatu hal yang relevan di dalam mengkaji keberhasilan sebuah kontrak dari
perspektif pembangunan.

Keberhasilan sebuah kontrak bergantung pada faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan yang
terkait dengan lingkungan hokum, sosial, ekonomi dan fisik, misalnya pasar yang kuat,
kebijakan kelembagaan makro, teknologi yang rumit dan kepemilikan lahan (Simmons, 2000).
Menurut Mudhbary (2002), persyaratan awal utama untuk keberhasilan sebuah pertanian
kontrak adalah:

e Sponsor mengidentifikasi pasar untuk produksi yang direncanakan berdasarkan
pertimbangan tentang apakah pasar tersebut dapat dipasok secara menguntungkan secara
jangka panjang. Pada sisi lain, petani harus memperoleh potensi keuntungan yang menarik
atas peningkatan hasil panen beserta tingkat risiko yang logis.

e Lingkungan fisiko dan sosial, misalnya lingkungan fisik, peralatan dan komunikasi,
ketersediaan lahan dan hak sewa, ketersediaan input, dan sejumlah pertimbangan sosial
lainnya.

o Dukungan pemerintah, misalnya ketersediaan UU tentang kontrak yang memadai, sistem
hokum yang efisien, kesadaran tentang konsekuensi yang tidak diinginkan dari peraturan
untuk mencegah peraturan yang berlebihan, penyediaan jasa penelitian dan penyuluhan,
dan inisiatif untuk memadukan agribisnis dengan petani.

4.2 Jenis-Jenis pertanian kontrak
Panduan FAO menyebutkan bahwa terdapat lima model umum pertanian kontrak:

e Model tersentralisasi. Pihak sponsor membelli hasil panen dari petani untuk kemudian
diolah dan dipasarkan. Kuota produksi ditentukan sejak awal musim tanam, hal ini disertai
dengan pengendalian yang ketat atas mutu. Umumnya komoditas yang terlibat adalah
tembakau, kapas, tebu, pisang, kopi, teh, kakao dan karet.

e Contoh: produksi tebu di Thailand, pengolahan tomat di Punjab, India dan pengalengan
sayuran di Filipina.
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Model inti-plasma. Sponsor memiliki dan mengelola sebuah wilayah perkebunan, yang
umumnya berlokasi di dekat pabrik pengolahan, dan memperkenalkan teknik serta
teknologi budidaya kepada petani (seringkalo disebut petani ‘satelit’). Umumnya sistem ini
diterapkan pada tanaman perkebunan, tetapi juga bisa diterapkan untuk peternakan sapi
perahan. Contoh: perkebunan kelapa sawit (di wilayah transmigrasi) dan peternakan sapi
perahan di Indonesia, perkebunan teh di India, Nepal dan Srilangka.

Model multipihak. Umumnya melibatkan badan pemerintah dan perusahaan swasta yang
bekerjasama dengan para petani.

Contoh: di Cina, dimana departemen pemerintah, komite kota dan perusahaan-perusahaan
asing bersama-sama menyepakati kontrak dengan desa dan petani secara individual.

Model informal. Wirausahawan individual atau perusahaan kecil membuat kontrak produksi
yang sederhana dan informal dengan para petani dengan basis musiman, terutama untuk
produk sayuran dan buah-buahan tropis. Supermarket seringkali membeli produk segar
dari para petani individual. Misalnya: produksi ketimun di Srilangka; produksi pisang, jeruk
dan pepaya untuk keperluan ekspor di Pasifik Selatan dan produksi sayuran segara dan
krisan di provinsi-provinsi bagian utara Thailand.

Model intermediary. Subkontrak formal produksi tanaman ke para perantara (intermediary)
yang merupakan suatu hal yang lazim di Asia. Di Thailand, perusahaan makanan olahan
membeli bahan baku dari para kolektor individual atau kelompok petani yang membuat
pengaturan informal dengan pihak petani.

Contoh: produksi kedelai, kacang hijau dan jagung sayur di bagian utara Thailand; di
Indonesia praktik ini sangat umum dan dikenal dengan nama plasma.

Terdapat berbagai macam jenis kontrak berbeda yang tersedia bagi para petani rakyat dan
agribisnis. Karakteristik akhir dari kemitraan tersebut bergantung pada: ketersediaan lembaga
untuk mendukung proses produksi dan pemasaran produk, komoditas yang dihasilkan, basis
sumberdaya produsen, dan kapasitas perusahaan agribisnis.

Di Indonesia, jenis pertanian kontrak dapat diringkaskan menjadi empat jenis: inti dan plasma,
sub-kontrak, panen dan bayar, serta kerjasama operasional (KSO).

Inti dan Plasma. Bentuk kontrak ini melibatkan sebuah perusahaan pertanian (inti) yang
menyediakan input kepada petani (maupun secara kolektif melalui kelompok petani) dan
membeli produk yang dihasilkan. Selain penyediaan input, inti juga menyediakan dukungan
teknis yang terkait dengan komoditas yang dihasilkan. Tanggungjawab petani adalah untuk
menghasilkan produk yang dipersyaratkan.

Sub-kontrak. Jenis kemitraan ini melibatkan sebuah perusahaan agribisnis yang
mengontrakkan pemasokan komoditas kepada pihak ketiga. Perusahaan kemudain akan
mensubkontrakkan produksi kepada petani, baik secara individual maupun kelompok,
berdasarkan persyaratan mutu dan jumlah.
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e Panen dan bayar. Bentuk kontrak ini umumnya terjadi hanya pada sistem produksi
berskala kecil. Pedagang lokal menyediakan kredit kepada petani untuk membeli input
(umumnya bibit dan pupuk), dengan perjanjian bahwa petani akan menjual produk mereka
kepada pihak pedagang. Biaya kredit dibayarkan pada saat panen, setelah negosiasi harga
dilakukan dengan mempertimbangkan biaya kredit maupun harga pasar yang berlaku.
Pembayaran bisa dilakukan dalam bentuk tunai maupun barang. Jenis kemitraan ini terjadi
karena petani mengalami kesulitan atau merupakan suatu hal yang mustahil bagi mereka
untuk mengakses kredit dari sumber formal maupun informal (misalnya, dari tetangga dan
keluarga).

e Kerjasama Operasional (KSO). Sistem ini melibatkan sebuah perusahaan (misalnya,
pabrik gula) yang tidak hanya menyediakan semua input yang dibutuhkan, tetapi juga
membayar imbalan penggunaan lahan (IPL) kepada petani, biasanya berdasarkan nilai
sewa pasar atas tanah selama semusim atau lebih. IPL dibayarkan pada awal kontrak dan
menjadi pembayaran awal yang dapat ditingkatkan bergantung pada hasil panen. Hal ini
sebenarnya merupakan sebuah pembayaran upah minimum selama pelaksanaan KSO.
Hal ini sangat bermanfaat terutama bagi tanaman yang membutuhkan jangka waktu lama
untuk berproduksi misalnya tanaman tebu. Manfaat bagi petani adalah terciptanya jaminan
pendapatan yang merupakan insentif untuk menghasilkan panenan yang baik, sementara
manfaat bagi kontraktor adalah pasokan yang terjamin.

4.3 Studi kasus skema pertanian kontrak yang melibatkan petani
rakyat di berbagai negara

4.3.1 Industri Pengolahan Tomat di Meksiko

Dikutip dari Warning, Nigel dan Wendy (2002)

Industri pengolahan Tomat mulai dikembangkan pada tahun 1960-an di wilayah Sinaloa Dan
Sonora di Meksiko, sebagai tindaklanjut atas terjadinya kelebihan pasokan di pasar tomat
segar. Sejumlah perusahaan industri pengolahan produk pertanian Meksiko-AS — termasuk
Green Giant, Del Monte, Heinz, dan Campbells Soup — mengontrak para petani di wilayah
tersebut untuk memasok kebutuhan bahan baku industri mereka. Perusahaan-perusahaan
industri pengolahan tomat ini pada awalnya melakukan kontrak kerjasama dengan para petani
besar, namun kemudian beralih ke petani-petani miskin yang didorong oleh biaya transaksi
yang lebih rendah. Seiring dengan berkembangnya pasar tomat segar yang menguntungkan,
maka pihak perusahaan merasa sulit untuk mempertahankan kontrak kerjasama dengan para
petani besar. Ketika harga pasaran berada pada puncaknya, maka para petani besar seringkali
mengingkari perjanjian kontrak yang telah disepakati dan lebih memilih untuk memasok produk
mereka ke pasar tomat segar, dimana hal ini membuat perusahaan mengalami kekurangan
pasokan untuk memenuhi kapasitas produksi yang dimiliki. Keberadaan sistem hukum yang
lemah dan rumit di wilayah tersebut membuat perusahaan tidak memiliki pilihan lain selain tidak
memperpanjang kontrak kerjasama yang dimiliki.

Pada titik tertentu, biaya transaksi untuk penegakan pelaksanaan kontrak (biaya hukum)
dengan petani mapan ternyata cukup memadai untuk mencakup berbagai biaya tetap di dalam
bertransaksi dengan para petani yang lebih kecil, oleh karena itu pihak perusahaan mulai
melaksanakan kontrak dengan mereka. Pada kasus ini, permasalahan tingginya biaya transaksi
yang dihadapi oleh pihak petani kecil membuat mereka menarik bagi pihak perusahaan.
Pertama, petani menemukan bahwa merupakan hal yang sangat mahal untuk mengakses
pasar tomat segar, oleh karena itu mereka tidak terlalu tertarik untuk memasok produk mereka
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ke pasar jenis ini. Kedua, petani memperoleh kredit melalui skema ini dimana mereka pada
dasarnya tidak memiliki banyak pilihan sumber kredit; pengingkaran atas kontrak akan
berakibat denda yang sangat besar kepada mereka. Oleh karena pihak perusahaan mampu
memanfaatkan nilai psikologis kredit yang diberikan kepada petani, maka hal ini memperkecil
biaya hukum yang harus dibayarkan untuk penegakan pelaksanaan kontrak. Berdasarkan
kondisi ini maka menjalin kontrak kerjasama dengan petani miskin merupakan suatu
keuntungan bagi pihak perusahaan.

4.3.2 Industri kacang tanah di senegal

Dikutip dari Warning, Nigel dan Wendy (2003)

Kacang tanah merupakan komoditas utama di dalam perekonomian Senegal sejak abad ke-19.
Mayoritas produksi kacang tanah diolah menjadi minyak dan diekspor ke pasar Eropa. Sejak
era 1960-an, Senegal juga telah menciptakan produk kacang tanah untuk pangan dan tidak
sekedar diolah menjadi minyak. Perusahaan swasta bernama NOVASEN menghasilkan produk
makanan berbahan kacang tanah dan memasok bahan baku mereka melalui kontrak kerjasama
dengan sekitar 32.000 orang petani, dimana perusahaan menyediakan kredit, pupuk, bahan
kimia pertanian dan jasa penyuluhan. Tingkat keuntungan petani dari skema ini cukup tinggi
dan pada musim tanam yang normal (normal dalam hal curah hujan dan permasalahan hama
penyakit) sekitar 98 persen petani mampu memenuhi kontrak yang disepakati dan membayar
kembali seluruh pinjaman mereka.

Sebuah analisis ekonometrik data survei atas peserta dan non-peserta di dalam skema ini
mengungkapkan bahwa kesejahteraan dan ukuran lahan bukanlah faktor penentu signifikan
atas keikutsertaan petani di dalam skema ini. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa
petani miskin juga memiliki kecenderungan untuk berpartisipasi sama halnya dengan petani
yang lebih mapan. Hal ini disebabkan utamanya karena NOVASEN menggunakan perantara
lokal untuk memilih petani yang potensial, memantau teknik budidaya, dan memastikan
pembayaran kredit. Perantara berasal dari desa lokasi budidaya dan umumnya merupakan
petani. Aliran informasi yang bebas di masyarakat desa dan di dalam kelompok petani
menciptakan hubungan yang akrab antara anggota masyarakat dengan kelompok mereka. Oleh
karena itu, maka penyeleksian menjadi suatu kegiatan yang berbiaya minim bagi para
perantara di desa. Sebagai tambahan, perantara memiliki wewenang untuk memobilisasi sanksi
sosial untuk menghukum petani yang mencoba untuk mengingkari kesepakatan kontrak
mereka, terutama karena desa tersebut dapat dihapuskan dari skema kerjasama apabila terjadi
tingkat kegagalan yang signifikan. Dengan menggunakan mekanisme ini, maka biaya
penegakan hukum untuk memastikan pelaksanaan kontrak dapat dikurangi secara drastis,

4.3.3 Sistem pertanian kontrak di cina

Dikutip dari Guo, Robert dan Jianhua (2001)

Pertanian kontrak di Cina mengalami perkembangan yang pesat sejak mulai diterapkan 20
tahun yang lalu dan memperoleh dukungan serta motivasi dari pemerintah Cina dengan tujuan
untuk menjadikan produksi pertanian menjadi semakin menguntungkan dan berdayasaing.
Pertanian kontrak menawarkan peluang untuk menghubungkan petani berskala kecil dengan
perusahaan pengolahan makanan berskala besar secara efisien. Pemerintah daerah juga
mengenali potensi pertanian kontrak di dalam mentransformasikan struktur pertanian dan
meningkatkan pendapatan petani. Sebagai wujud dukungannya, pemerintah daerah telah
melaksanakan sejumlah program dan insentif, di antaranya bantuan kredit dan pengurangan
pajak bagi agribisnis yang bergerak pada bidang pertanian kontrak.
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Empat buah karakteristik yang dapat digeneralisasi dari proses perkembangan sistem pertanian
kontrak di Cina hingga saat ini adalah:

o Terjadinya peningkatan produksi komoditas pertanian yang stabil di bawah sistem
pertanian kontrak. Produk-produk pertanian yang dihasilkan maupun dipasarkan telah
berkembang dari produk unggulan daerah berjumlah kecil, misalnya minyak goreng dan
sayuran menjadi komoditas yang berjumlah besar, misalnya jagung, kacang, beras dan
gandum. Sebagai contoh, di Provinsi Jiling, jumlah komoditas yang dikontrakkan telah
meningkat dari 30 pada tahun 1999 menjadi 70 pada tahun 2000.

o Distribusi geografis pertanian kontrak juga telah mengalami peningkatan signifikan. Pada
awalnya sistem pertanian kontrak dikembangkan di provinsi-provinsi pesisir yang memiliki
perekonomian yang maju. Pada saat ini pertanian kontrak telah tersebar luas ke wilayah-
wilayah tertinggal yang terletak di Cina bagian tengah dan barat. Umumnya perusahaan
menandatangani kontrak tidak hanya dengan petani lokal tetapi juga dengan petani yang
terdapat di provinsi-provinsi lainnya.

e Terjadinya peningkatan skala produk yang diproduksi di bawah sistem pertanian kontrak —
luasan wilayah budidaya, volume penerimaan uang dan jumlah petani yang terlibat.
Berdasarkan data Departemen Pertanian Cina, luas wilayah budidaya untuk segala jenis
tanaman yang dibudidayakan di bawah sistem kontrak mencapai 18,6 juta hektar pada
tahun 2001, sekitar 40% lebih tinggi daripada tahun 2000.

e Jumlah dan kompleksitas kontrak juga mengalami peningkatan. Kontrak tidak lagi sekedar
untuk produksi dan pemasaran standar, tetapi pada saat ini telah mencakup pembelian
pangan antara wilayah penghasil utama dengan wilayah yang memiliki tingkat permintaan
yang tinggi, dan produksi pembibitan antara petani dan lembaga penelitian.

Jenis perusahaan yang dominan dikenal dengan nama perusahaan “kepala naga”. Perusahaan-
perusahaan kepala naga adalah perusahaan agribisnis yang diposisikan di wilayah pusat,
provinsi maupun lokal karena kekuatan ekonomi, skala operasi, tingkat teknologi dan
pengelolaan yang dimiliki — dimana kesemua ini memiliki potensi untuk meningkatkan
pendapatan petani. Perusahaan-perusahaan ini menyepakati untuk mengembangkan sistem
produksi dan pemasaran untuk para petani lokal — sistem yang mencakup akses ke pasat,
teknologi, bantuan teknis, kredit dan input-input lainnya. Bagi kebanyakan perusahaan kepala
naga, sistem mereka termasuk penggunaan sistem kontrak. Sebagai kompensasi atas peran
mereka di dalam pembangunan wilayah pedesaan, perusahaan-perusahaan kepala naga
menerima dukungan dari seluruh tingkatan pemerintahan, dan sejak 2002, memperoleh
pendanaan dari Agricultural Development Bank of China. Pada sejumlah kasus, perusahaan-
perusahaan kepala naga yang terlibat di dalam sistem pertanian kontrak juga didorong untuk
mengembangkan ‘asosiasi penyeimbang’ di kalangan petani sebagai upaya untuk menciptakan
kekuatan penyeimbang antar kedua belah pihak.

4.3.4 Sistem pertanian kontrak padi di kamboja

Angkor Kasekam Roongroeung (AKR), sistem pertanian kontrak padi dimulai dengan
melibatkan lebih dari 1000 rumah tangga petani. Pengaturan kontrak menyediakan benih dalam
bentuk kredit dengan pembayaran tiga kali lipat dan menjanjikan kepada petani untuk membeli
semua hasil produksi dengan harga minimum. Kontrak ini menggunakan sistem semi formal,
dimana petani harus menjadi anggota sebuah asosiasi — setiap komunitas memiliki satu
asosiasi. Perusahaan memilih (biasanya sebuah dewan masyarakat) kepala, wakil sosiasi
beserta kepala desa, kemudian memberikan pelatihan kepada mereka tentang aspek-aspek
dasar budidaya padi Neang Malis yang kemudian ditugaskan untuk mendampingi para petani.
Mereka diharuskan untuk melaporkan setiap tahapan produksi dan setiap isu yang terkait
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kepada pihak perusahaan dimana mereka menerima pembayaran berdasarkan jumlah beras
yang dijual kepada perusahaan.

Manfaat dari model AKR adalah realokasi sumberdaya (misalnya, tanah) mereka dari produksi
untuk konsumsi menjadi untuk produksi yang berorientasi pasar, peningkatan spesialisasi dan
pengadopsian metode budidaya yang baru, akses ke pasar yang stabil dan pendapatan yang
terjamin, harga jual yang lebih tinggi daripada harga pasar, dan peningkatan kesejahteraan.

Hambatan Model AKR adalah tidak dilibatkannya petani miskin yang memiliki ukuran lahan
yang lebih sedikit, meningkatnya produksi cenderung dapat merusak harga penjualan, tidak
adanya daya tawar petani apabila kenaikan harga melebihi harga minimal yang berlaku selama
4 tahun, penetapan harga yang tidak didasarkan pada mutu dimana petani cenderung tidak
memiliki pemahaman yang memadai.

4.3.5 Sistem pertanian kontrak industri kapas di India

Dikutip dari Spice (2003)

Appachi Cotton Company (ACC), industri pemintalan dan perdagangan kapas di Pollachi
(Distrik Coimbatore di Tamil Nadu, India), mendorong para petani di Desa Nachipalayam,
Kinathukadavu untuk membudidayakan tanaman kapas di lahan mereka. Para penyanyi jalanan
memainkan peran untuk menyakinkan petani bahwa tidak seperti apa yang terjadi di masa lalu,
para petani tidak akan dikecewakan apabila mereka membudidayakan kapas di lahan mereka,
karena mereka akan didukung oleh sebuah model yang disebut Budidaya Kapas Terpadu
(Integrated Cotton Cultivation/ICC). ICC akan menjamin terlaksananya mekanisme berbasis
pasar di dalam pemasaran produksi mereka. ACC menyasar pada pasar kelas atas, segmen
konsumen yang sangat peka terhadap mutu dari industri tekstil di India dan internasional.
Kegiatan operasional yang berorientasi konsumen merupakan penentu keunggulan perusahaan
ini. ACC merupakan industri pemintalan kapas satu-satunya di India yang berhasil memadukan
petani dengan pasar (pabrik tekstil).

Pada pertengahan musim tanam 2002, ACC melaksanakan sebuah tugas ‘Herkules’ untuk
melibatkan 600 petani yang terdapat di berbagai distrik di Tamil Nadu ke dalam sistem yang
holistik, pada saat terjadinya musim kemarau berkepanjangan, yang merupakan tahun ketiga.
Hal ini membuat petani menganggap program ICC sebagai sebuah anugerah karena sumber
pendanaan tradisional mereka telah menolak untuk memberikan pinjaman lebih lanjut karena
belum terbayarkannya pinjaman-pinjaman sebelumnya. Rumus Apachi memastikan bahwa para
petani anggotanya tidak akan mengalami kesulitan keuangan maupun bahan material dalam
kurun waktu 100 tahun pertama siklus penanaman. Kontrak yang diberikan memberikan kepada
para petani: bibit unggul yang tersedia secara mudah, pembiayaan kredit pertanian pada tingkat
suku bunga 12% per tahun, penyediaan bibit dan pestisida dengan harga diskon, dukungan
teknis dari tenaga ahli dan pengawasan lapangan berkala, dan tawaran penjualan unik melalui
sebuah Nota Kesepakatan dengan lembaga pengkoordinasi (ACC).

Prinsip inti dari rumusan yang digunakan adalah pada pembentukan Kelompok Swadaya
Masyarakat (KSM). Setiap petani anggota KSM dibebankan biaya Rs. 8000/are untuk
memperoleh pinjaman dengan tingkat suku bunga 12% per tahun. Penyaluran pinjaman
dilakukan secara ketat dan didasarkan pada tingkat kebutuhan. Pengalokasian dan penyaluran
merupakan kewenangan lembaga pengkoordinasi. Seluruh proposal diseleksi, dievaluasi,
diverifikasi dan apabila lulus baru direkomendasikan ke pihak bank pemberi pinjaman. Seluruh
petani yang berpartisipasi juga diminta untuk membuat cek tunda untuk pembayaran pinjaman
yang diterima. Oleh karena itu maka tanggungjawab moral untuk melakukan pembayaran
kepada pihak bank menjadi dasar pengikat bagi para petani peserta sistem ini.
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Rumusan Appachi berbeda secara signifikan dari model-model pertanian kontrak lainnya yang
menetapkan harga di depan karena pada model ini tidak dilakukan penetapan harga. Kapas
sebagai komoditas yang rentan terhadap fluktuasi harga yang disebabkan oleh tekanan harga
domestic maupun internasional. ACC tidak ingin menciptakan iklim ketidakpastian akibat
penetapan harga di depan dengan pihak petani.

Selama musim kharif 2002, sekitar 950 are lahan pertanian di berbagai blok di Distrik
Coimbatore (Pollachi dan Kinathukadavu), Theni (Bodi Dan Andipatti) dan Nammakai
(Thiruchangode) di Tamil Nadu diikutkan di dalam sistem ini dengan melibatkan 900 orang
petani. Selama musim tersebut, para petani kontrak menyaksikan pengurangan signifikan
(25%) biaya produksi. “Program berhasil menciptakan dampak signifikan terhadap agronomi
kapas dibandingkan dengan metode budidaya kapas yang lazimnya dilakukan di negeri ini” kata
Mr. Mani. Melalui pemaduan produksi dengan pihak pengguna, maka ACC mencoba untuk
mengatasi semua permasalahan yang terjadi pada rantai pasokan kapas. Menurut pihak
pemintalan kapas yang menjadi ujung tombak rantai pasokan unik ini, sistem semacam ini tidak
hanya untuk perkembangan industri tekstil di India tetapi untuk bisa bertahan terhadap
tantangan dan kesulitan yang disebabkan oleh WTO (World Trade Organization) dan MFA
(Multi Fibre Agreement). Terkait dengan rencana perluasan di masa yang akan datang, Mr.
Mani menyatakan bahwa “Ukuran keanggotaan kelompok ini diharapkan akan berlipat dua/tiga
pada musim tanam yang akan datang.”

4.3.6 Sistem pertanian kontrak peternakan ayam di India

Dikutip dari Ramaswarmi, Pratap, dan Joshi (2006)

Pada sistem pertanian kontrak peternakan ayam, pihak pembibitan menyediakan bibit anakan
ayam (day-old-chicks/DOC), pakan dan obat-obatan kepada peternak kontrak. Peternak kontrak
menyediakan lahan, tenaga dan berbagai input variable lainnya (misalnya, listrik). Pada akhir
siklus produksi, peternak menerima harga bersih (berdasarkan berat) yang berdasarkan harga
industri yang ditentukan oleh sekelompok usaha pembibitan (bukan harga eceran). Harga
industri berfluktuasi pada jarak yang sempit dan lebih stabil dibandingkan harga eceran. Oleh
karena itu, maka peternak memperoleh jaminan harga yang lebih baik. Apabila terjadi kenaikan
yang tajam pada harga eceran, maka peternak akan diberikan insentif. Praktik ini didasarkan
pada pengalaman pengingkaran oleh pihak peternak dan merupakan bagian dari persaingan
dengan sektor non kontrak. Petani memperoleh penjaminan atas tingkat kematian anakan ayam
hingga 5%. Apabila melebihi angka tersebut maka kerugian akan menjadi tanggungjawab
petani. Hal ini mencegah permasalahan moral yang jelek dan menjadi insentif bagi petani untuk
berprestasi dengan baik. Perwakilan perusahaan yang memiliki mandat untuk menyelesaikan
berbagai permasalahan terutama terkait dengan serangan hama penyakit mengunjungi petani
setiap hari. Menurut keterangan perusahaan, mereka menghabiskan waktu dan sumberdaya
untuk melakukan pemilihan atas peternak berdasarkan reputasi dan pengalaman sebelumnya.

Kontrak semacam ini merupakan sebuah contoh kontrak “manajemen produksi” dimana pihak
perusahaan memasok input dan jasa penyuluhan, memberikan kredit (dalam bentuk barang),
menyediakan jaminan harga dan memantau proses budidaya melalui inspeksi berkala.
Pemantauan yang ketat dikarenakan oleh besarnya kredit yang diberikan oleh pihak
perusahaan, yaitu berkisar 90% dari biaya produksi dalam hal nilai input. Karena pemantauan
rutin sangat efektif di dalam mencegah risiko moral yang jelek, maka hal ini juga sangat
kondusif di dalam memastikan jaminan keberhasilan kontrak. Frekuensi hubungan juga memiliki
kenaikan dengan besaran biaya transaksi yang ditanggung oleh perusahaan.
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4.3.7 Kasus klasik pepsi foods Itf di India

Dikutip dari Erappa (2006)

Pepsi Foods Ltd (berikutnya disebut sebagai PepsiCo) memulai usaha mereka di India pada
tahun 1989 dengan mendirikan sebuah Rs 22 pabrik pengolahan tomat modern di Zahura yang
terletak di Hoshiarpur, Distrik Punjab. Perusahaan ini bertujuan untuk menghasilkan produk
pasta dan sari buah yang dikemas secara higenis untuk pasar internasional. PepsiCo mengikuti
model pertanian kontrak yang disebutkan sebelumnya, dimana petani menanam benih yang
disediakan oleh perusahaan di lahan mereka dan pihak perusahaan menyediakan sejumlah
input seperti bibit/anakan, teknik budidaya, dan inspeksi berkala terhadap perkembangan
tanaman dan bantuan konsultasi teknis tentang budidaya tanaman.

Model pertanian kontrak yang diterapkan oleh PepsiCo yang diukur dalam hal adanya pilihan
baru bagi para petani, peningkatan produktifitas, dan pengenalan terhadap teknologi modern
merupakan suatu keberhasilan yang tidak serupa. Perusahaan berfokus pada pengembangan
produk spesifik yang disertai dengan penelitian dan penyediaan layanan penyuluhan ekstensif.
Hal ini kemudian berhasil member perubahan yang drastis pada sistem produksi petani di
Punjab di dalam hal kemampuan untuk memasok produk sesuai dengan jumlah yang
dibutuhkan oleh pabrik pada waktu yang ditentukan, Salah satu faktor penting keberhasilan
PepsiCo adalah kemitraan strategis perusahaan dengan lembaga-lembaga lokal seperti Punjab
Agricultural University (PAU) dan Punjab Agro Industries Corporation Ltd. (PAIC). Sejak awal
PepsiCo menyadari bahwa mengubah pola pikir dan memenangkan kepercayaan petani
bukanlah suatu hal yang mudah bagi investor asing. Kemitraan unik antara perusahaan dengan
PAU dan PAIC merupakan faktor penting keberhasilan perusahaan ini di Punjab. Didorong oleh
keberhasilan sistem pertanian kontrak pada tanaman tomat di sejumlah distrik di Punjab,
PepsiCo telah berhasil untuk menyamai model yang diterapkan pada tanaman pangan biji-bijian
(beras Basmati), bumbu (cabe), dan minyak masakan (kacang tanah), dan juga tanaman
sayuran lainnya seperti kentang. Pihak perusahaan, yang telah terlibat di dalam kegiatan
ekspor beras Baswati sejak 1990 merupakan industri pengolahan pertama di India yang
berinvestasi dan memperkuat jaringan beras Basmati. Setelah pelaksanaan serangkaian
ujicoba pada lahan R&D seluas 27 are di Jallowal di dekat Jalandhar, PepsiCo mulai
berinvestasi pada sistem pertanian kontrak untuk produksi beras Basmati empat tahun yang
lalu. Perusahaan berinvestasi sebesar Rs 5 untuk membangun sebuah pabrik pengolahan
modern di Sonepat, Punjab. Sejak awal, perusahaan ini telah mendasari kegiatannya pada
pemilihan varietas Basmati (yang didasarkan pada selera konsumen), pelaksanaan
perbanyakan bibit dan pengembangan paket budidaya untuk petani. Para ilmuwan PepsiCo
memantau secara ketat perkembangan tanaman dan memastikan keberhasilan proses alih
teknologi dari tahap ujicoba ke tahap pelaksanaan di lapangan. Pada saat pelaksanaan panen,
perusahaan membeli jumlah hasil panen yang telah disepakati sebelumnya berdasarkan harga
yang disepakati sejak awal. Bahan mentah yang dibeli kemudian dipasok ke pabrik
penggilingan beras yang memiliki sertifikat ISO 9002 dan Hazard Analysis Critical Control Point
(HACCP) yang terletak di Sonepat. Di lokasi ini, beras kemudian diolah, dikemas dan diekspor,
dimana sistem ini memungkinkan penelusuran asal beras dari tingkat petani hingga konsumen.

Selama musim tanam 2002-03, para petani dari Distrik Jalandhar, Amritsar, Hoshiarpur dan
Sangrur di Punjab dan sebagian wilayah Western Uttar Pradesh dikontrak untuk melakukan
kegiatan budidaya beras Basmati. Luas lahan yang digunakan untuk budidaya ini adalah
sebesar 800 ha. Pada tahun 2001-02, para petani kontrak mencapai hasil 2,5 ton/hektar. Pada
akhir 2004, perusahaan berencana untuk meningkatkan luas lahan menjadi 4000 hektar untuk
memenuhi kapasitas penuh yang dimiliki pabrik pengolahannya. Hal yang sama, PepsiCo juga
berencana untuk berinvestasi pada pertanian kontrak tanaman kacang tanah di Punjab, dengan
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tujuan untuk menghasilkan kacang tanah olahan yang bernilai tambah dan bermutu ekspor,
misalnya produk kacang rebus dan kacang asing, kacang berkulit berkulit dan berasa, dan selai
kacang. Memanfaatkan teknologi Plastic Mulch Groundnut (PMG) yang berasal dari Cina
membuat PepsiCo mampu melakukan dua musim tanam dalam setahun — sekali pada musim
kharif dan sekali pada musim rabi. Pihak perusahaan mendemonstrasikan hasil panen sebesar
3 dan 4 ton per hektar pada uji lapangan masing-masing selama musim kharif dan rabi, dimana
angka ini berada jauh di atas angka rata-rata nasional yang hanya sebesar 1 ton/ha.
Perusahaan berencana untuk memperluas sistem pertanian kontrak ini ke para petani di
Rajasthan dan Uttar Pradesh, yang telah memperlihatkan ketertarikan mereka. Keberhasilan
program R&D yang didukung oleh personil penyuluhan yang berkomitmen untuk mentransfer
teknologi yang dihasilkan telah menjadi kekuatan intrinsik PepsiCo. Fokus penelitian yang
diberikan pada peningkatan hasil panen membawa keuntungan bagi para petani (yang juga
menghasilkan penurunan biaya bahan baku bagi perusahaan) yang berdampak pada
peningkatan kepercayaan dan kesetiaan mereka terhadap perusahaan. Investasi PepsiCo telah
membawa hasil pertambahan tingkat keuntungan hingga tiga kali lipat untuk produk cabe (dari 6
ton/ha menjadi 20 ton/ha) dan tomat (14-16 ton/ha menjadi 52 ton/ha).

Sebagai bagian dari rencana perluasan yang dimiliki, perusahaan telah melaksanakan sejumlah
kegiatan ujicoba awal di Neelamangala, Karnataka untuk mengevaluasi varietas cabe hibrida
terkait dengan potensi hasil panen, warna, kesolidan, kepedasan dan parameter lainnya. “Kami
berencana untuk memperluas kerjasama dengan para petani Karnataka tahun depan,” ujar Mr.
Seth. Terkait dengan rencana perusahaan, dia berkata, “Fokus kami pada saat ini adalah untuk
melakukan konsolidasi dan penguatan atas kegiatan-kegiatan yang berlangsung pada saat ini”.
Melalui hubungan dengan para petani di Punjab dan Haryana, pihak PepsiCo mengembangkan
sebuah model pertanian kontrak yang sempuna dimana hal ini melibatkan kerjasama dengan
lembaga-lembaga lokal termasuk dengan Pemerintah Negara Bagian.

4.4 Studi kasus skema pertanian kontrak yang melibatkan petani
rakyat di Indonesia

4.4.1 Pertanian kontrak pada peternakan sapi perah

Sebelum diperkenalkannya skema Inti Plasma, yang merupakan salah satu varian pertanian
kontrak, pemerintah Indonesia telah melaksanakan sejumlah program untuk meningkatkan
kesejahteraan para peternak sapi perah. Program-program tersebut sebagian besar merupakan
program kredit yang memungkinkan petani untuk meningkatkan jumlah dan mutu hewan ternak
mereka. Program-program yang dimaksud antara lain adalah Program Koperasi Sapi Perah,
Program Pengembangan Usaha Sapi Perah (PUSP), dan Program Bantuan Presiden (Banpres)
untuk ternak sapi (Dillon, 1992).

4.4.2 Program koperasi sapi perah

Melalui program ini setiap anggota koperasi ternak sapi perah menerima seekor sapi betina,
dimana koperasi berperan sebagai penjamin. Sebelum memperoleh paket ini, petani diharuskan
untuk memenuhi sejumlah criteria:

e Petani tersebut haruslah terbukti sebagai peternak sapi yang baik.
e  Memiliki lahan minimal seluas 300 meter persegi.
e Hidup atau bekerja di dekat lokasi koperasi.

e  Terdaftar sebagai anggota koperasi.
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Setiap kredit diberikan secara individual. Berdasarkan permintaan anggotanya, koperasi
menghubungi Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) yang akan menindaklanjuti
permohonan kepada Departemen Koperasi. Setelah memperoleh persetujuan dari Departemen,
maka pemberian ternak sapi baru bisa dilaksanakan.

Pembayaran kredit ini dilakukan dalam bentuk barang dan dihitung sebesar tiga liter susu per
hari, selama periode menyusui, untuk periode tujuh tahun berturut-turut. Koperasi memainkan
peran utama di dalam penyediaan beragam layanan kepada para peserta program, misalnya
kebutuhan pakan, imunisasi, inseminasi buatan dan layanan-layanan terkait lainnya. Koperasi
juga berperan sebagai unit pengumpulan melalui penyediaan kendaraan tangki pengumpul dan
unit penguji mutu susu atas kandungan lemak dan kandungan-kandungan lainnya serta
penyediaan cold storage. Pemasaran produk juga dilaksanakan oleh pihak koperasi.

4.4.3 Program pengembangan usaha sapi perah

Melalui program ini, ternak sapi betina dipinjamkan kepada para peternak yang mengajukan
permohonan. Setiap peternak dapat memohon mulai dari dua hingga sepuluh ternak sapi
betina, tergantung pada besar jaminan yang mereka berikan. Jaminan yang diberikan berupa
sertifikat kepemilikan tanah atau sertifikat tanah tipe C. Pada kasus ini, peran koperasi adalah
untuk menangani proses peminjaman dan memastikan bahwa para peternak melakukan
pembayaran atas pinjaman yang dilakukan.

4.4.4 Program sapi perah bantuan presiden

Program ini memiliki kemiripan dengan Program PUSP kecuali bahwa program ini tidak
membutuhkan jaminan.

4.45 Pertanian kontrak pertanian karet

Sebagai upaya untuk meningkatkan produksi karet nasional, pemerintah telah melaksanakan
beragam kebijakan. Terdapat empat kebijakan dan program yang telah diperkenalkan sejak
tahun 1978, yaitu Skema Inti-Plasma dan Petani Rakyat, Unit Manajemen Proyek, Skema
Swadaya Masyarakat, dan Skema Perkebunan Pemerintah Swasta (Dillon, 1992).

1. Skema Inti-Plasma dan Petani Rakyat: Proyek ini telah menyerap jumlah investasi yang
substansial baik dari pihak luar maupun dalam negeri. Di bawah skema ini, salah satu BUMN
bertanggungjawab untuk penanaman dan pengelolaan wilayah inti, yang dioperasikan
sebagai bagian kegiatan komersialnya, dan wilayah sekeliling yang dikelola oleh para petani
rakyat. Para petani rakyat yang memiliki hak kepemilikan atas lahan budidaya pohon karet
diawasi secara ketat oleh pihak perkebunan inti yang juga bertanggungjawab atas
pengolahan dan pemasaran produksi petani rakyat.

2. Unit Manajemen Proyek: Ini merupakan proyek-proyek dimana pinjaman disediakan kepada
petani rakyat untuk mencakup biaya penanaman bibit hibrida unggulan, dan juga biaya untuk
pembersihan dan pengelolaan lahan hingga pohon karet mencapai usia dewasa. Sebagai
tambahan terhadap bantuan keuangan ini, petani rakyat juga memperoleh dukungan
pengawasan teknis.

3. Skema Swadaya Masyarakat: Skema ini bertujuan untuk mengembangkan sektor pertanian
karet rakyat melalui pendekatan swadaya masyarakat. Di bawah skema ini, pemerintah
menyediakan pinjaman investasi kepada perkebunan-perkebunan besar pada tingkat suku
bunga bersubsidi dan persyaratan pembayaran yang ringan. Perusahaan swasta
internasional juga diperbolehkan untuk ikut serta di dalam usaha patungan dengan
perusahaan swasta nasional.
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4.4.6 Komoditas yang dibudidayakan di bawah sistem pertanian kontrak di Bali

Bibit padi

Kontrak untuk membudidayakan bibit padi ditawarkan oleh berbagai perusahaan swasta
maupun semi pemerintah. PT Pertani merupakan lembaga semi pemerintah yang pertama kali
menawarkan kontrak kepada petani rakyat di Bali pada tahun 1997. Kontrak pertama kali
melibatkan 13 subak di enam kabupaten di provinsi ini. Sejak saat itu, jumlah petani yang
terlibat di dalam sistem pertanian kontrak ini menjadi berkisar 200 hingga 300. Seluruh petani
haruslah merupakan petani bibit bersertifikat untuk bisa berpartisipasi di dalam kontrak ini,
Sertifikasi dilaksanakan oleh lembaga pemerintah Balai Pengawasan Sertifikasi Benih (BPSB)
yang mengharuskan petani rakyat untuk menjalani pelatihan sebelum memperoleh sertifikat.
Sekitar 5% petani rakyat di Bali memiliki sertifikat untuk melaksanakan produksi bibit padi Dan
PT Pertani menghadapi persaingan yang cukup ketat dengan pihak swasta di dalam
menghasilkan bibit padi (Patrick, dkk, 2004).

Persyaratan kontrak yang diberlakukan oleh PT Pertani relatif sederhana. Para petani
memperoleh bibit padi secara gratis beserta dukungan penyuluhan, dan dipersyaratkan untuk
memberikan 75% hasil produksi kepada pihak PT Pertani. Sebesar 25% hasil produksi dapat
dimiliki oleh petani untuk konsumsi sendiri. Penjualan hasil produksi bibit ke pembeli yang lain
merupakan suatu hal yang dilarang. PT Pertani melakukan pembayaran secara tunai kepada
pekaseh, dan sejak tahun 2001 tidak lagi memberikan bantuan input maupun uang tunai. Pada
tahun 2001, kontrak berubah memanfaatkan program khusus pemerintah dimana Bank Mandiri
menyediakan pinjaman kredit untuk pengadaan input pertanian. Bank memberikan dana
kepada PT Pertani yang kemudian disalurkan dalam bentuk input pertanian kepada para
pekaseh untuk didistribusikan kepada para petani. Tidak terdapat pemberian uang kas sebelum
panen kepada pekaseh maupun petani.

Para petani rakyat umumnya memperoleh empat kali kunjungan selama musim tanam dari para
petugas penyuluhan BPSB, yang dibayar untuk melaksanakan peran pengawasan dan
konsultasi. Kunjungan dilaksanakan pada masa penyiapan lahan, 30 hari setelah kegiatan
penanaman, 40-60 hari pada tahap pra-pembungaan dan kemudian seminggu sebelum
pelaksanaan panen. Mutu merupakan hal yang penting dan sekitar 15% hasil produksi
mengalami penolakan setelah pelaksanaan inspeksi visual atas hasil panen. Produksi yang
ditolak umumnya dijual sebagai beras konsumsi. Kegiatan budidaya bibit padi serupa dengan
kegiatan budidaya padi konsumsi dalam hal penggunaan air dan kegiatan penyiangan. Akan
tetapi kegiatan ini lebih padat karya dan membutuhkan jumlah pupuk yang besar, yang
menghasilkan kenaikan panen sebesar 20%. Tanaman umumnya menghasilkan panenan
sebesar enam hingga tujuh ton per hektar dan para petani memperoleh harga penjualan padi
konsumsi plus enam 5 persen, yang senilai Rp. 1400 per kg pada musim tanam yang lalu.
Perusahaan swasta maupun individu yang bergerak di bidang pembibitan padi menawarkan
harga sebesar Rp. 3000 per kg. Walaupun harga yang dibayarkan oleh PT Pertani lebih rendah
namun PT Pertani menyatakan bahwa para petani mempertimbangkan keuntungan lain sebagai
kompensasi dari harga yang lebih murah, di antaranya adalah bantuan yang diperoleh dari
pihak perusahaan dan lembaga pemerintah lainnya. Hal ini termasuk penyediaan bibit dasar
yang gratis, pengolahan dan pengeringan bibit (petani tidak memiliki fasilitas pengeringan),
pasar yang terjamin dan ketersediaan jasa penyuluhan. Biaya untuk semua layanan ini adalah
sebesar Rp, 2.250 per ha, sebuah pemberian yang dijamin oleh peraturan oleh BPSB.

Memahami peran pekaseh, yang bertanggungjawab atas wilayah irigasi merupakan hal yang
penting di dalam memahami kontrak ini, PT Pertani hanya mengontrak pekaseh yang mewakili
kepentingan 50 hingga 60 petani rakyat yang berpartisipasi di dalam kontrak ini di wilayah
masing-masing.
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PT Pertani melakukan negosiasi dengan pekaseh tentang wilayah lahan yang diinginkan dan
kontrak ditandatangani hanya oleh pekaseh, tidak oleh para petani. Pembayaran atas produk
yang dihasilkan dilakukan kepada pekaseh yang kemudian membagikannya kepada para
petani. Manajer PT Pertani menyatakan bahwa para pekaseh menentukan pengalokasian
penanaman pada keseluruhan wilayah irigasi (subak) dalam hal wilayah untuk budidaya padi
bibit, padi konsumsi dan kacang kedelai; hanya sedikit ruang keputusan produksi yang tersisa
untuk para petani secara individual. Mereka juga mengindikasikan bahwa banyak petani kontrak
yang tidak mengetahui secara jelas kepada perusahaan mana mereka menjalin kontrak.
Terdapat koordinasi tingkat tinggi di antara petani dan pada sejumlah hal, subak dapat dilihat
sebagai unit pengambil keputusan tunggal.

Kontrak budidaya padi bibit tidak memiliki dampak signifikan terhadap produktifitas modal
petani. Dalam hal peningkatan kesejahteraan dari sistem pertanian kontrak, hal ini telah
dipaparkan pada bagian sebelumnya, namun keuntungan utama yang diperoleh adalah
pengurangan risiko dan peningkatan akses ke pasar. Pasar bibit padi merupakan jenis pasar
yang matang dimana satu-satunya hambatan adalah persyaratan sertifikasi sebagai produsen
bibit, dan akses ke fasilitas pengeringan. Sebagai pengecualian terhadap apa yang terjadi pada
musim tanam yang lalu, dimana pihak kontraktor dapat menggunakan kontrak untuk
mengakses kredit yang disubsidi oleh pemerintah, maka pada saat ini hanya bibit dasar saja
yang tersedia untuk petani dan hal ini cuma sedikit berkontribusi di dalam mengatasi hambatan
kredit. Kontrak mencakup penyediaan jasa penyuluhan dan bermanfaat untuk mengatasi
permasalahan kekurangan informasi, akan tetapi kegiatan budidaya padi bibit serupa dengan
kegiatan budidaya padi konsumsi dan karena proses sertifikasi juga mencakup komponen
pelatihan maka manfaat yang diperoleh menjadi terbatas. Keuntungan utama dari kontrak bagi
petani rakyat adalah pengurangan risiko. Mereka memiliki jaminan bahwa produk akan dibeli
pada saat panen dan juga produksi yang dikontrakkan melibatkan proses diversifikasi. Terdapat
juga potensi keuntungan bagi masyarakat secara jangka panjang. Kerjasama dengan
pemerintah dan agribisnis dapat meningkatkan peluang kemitraan di masa depan dan juga
peluang untuk mengakses program pemerintah. Pengembangan maupun pengelolaan jaringan
oleh masyarakat dapat memberikan manfaat masa depan yang signifikan.

Manggis

Manggis merupakan tanaman buah tropis yang sesuai dengan iklim Bali. Permintaan atas buah
ini meningkat secara drastis di pasar Asia, terutama Hongkong dan Taiwan. Salah satu
perusahaan di Bali yang pada saat ini mengekspor manggis adalah PT Moena Farm.
Perusahaan ini telah mengembangkan hubungan kerjasama yang kuat dengan mitra bisnis dari
Taiwan. Sebagai upaya untuk mendorong produksi yang berskala lebih besar, PT Moena Farm
menyediakan bantuan di dalam penanaman dan budidaya tanaman, dan juga menyepakati
untuk membeli produk buah yang dihasilkan serta menyediakan layanan penyortiran,
pemeringkatan, standarisasi dan pengemasan. Pada awalnya kerjasama berjalan dengan baik,
akan tetapi akibat terjadinya Krisis Ekonomi di Asia, keberlangsungan pasokan, dan produksi
tanaman yang membutuhkan waktu yang lama menjadi faktor terhentinya kerjasama ini.

Ayam potong

Salah satu contoh sistem pertanian kontrak yang berjalan dengan baik di Bali adalah kegiatan
peternakan ayam potong. Sistem ini adalah antara PT Nusantara Unggasjaya (NUJ) Bali dan
para peternak berskala kecil di Bangli, Badung dan Tabanan. Kontrak dimulai pada bulan
Nopember 1992 dengan melibatkan 300 petani. Perusahaan menyediakan input seperti bibit
ayam DOC dan pakan yang dibayar kembali pada saat penjualan hasil produksi. Peternak
diharuskan untuk menyediakan kadang ayam dan peralatan yang dibutuhkan, serta penyediaan
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pasokan listrik yang memadai. Perusahaan juga menyediakan sejumlah bantuan teknis dan
pengelolaan. Kedua belah pihak menandatangani kontrak yang berlaku untuk tujuh periode
produksi. Setiap periode berkisar selama 40 hari. Pembatalan kontrak dimungkinkan apabila
terjadi pengingkaran atas perjanjian. Sebagai contoh, perusahaan dapat membatalkan kontrak
apabila peternak gagal untuk menghasilkan output yang diharapkan selama dua periode
produksi secara berturut-turut akibat pengelolaan yang jelek. Sebaliknya, peternak juga dapat
membatalkan kontrak apabila perusahaan tidak menyediakan input yang dibutuhkan.
Perusahaan menjamin pasar untuk produk ayam potong yang dihasilkan. NUJ akan
mengumpulkan dan membeli produk peternak berdasarkan harga pasar. Ayam potong dijual
dalam kondisi hidup di pasar atau diolah menjadi produk ayam untuk konsumsi domestik.

4.4.7 Komoditas yang dibudidayakan di bawah sistem pertanian kontrak di
Lombok

Ayam potong

Nusantara Unggas Jaya (NUJ) merupakan anak perusahaan PT Charoen Pokphand, sebuah
perusahaan multinasional Thailand yang menghasilkan produk ayam potong dan babi di bawah
sistem pertanian kontrak dan juga pasar produk pakan ternak di Thailand, Indonesia, Malaysia,
dan Cina. NUJ memiliki lebih dari 70 perusahaan di seluruh Indonesia dimana usaha ternak
ayam potong di Lombok merupakan unit usaha terkecil, dan hanya mempekerjakan 20 orang
pegawai. NUJ menggunakan sistem kontrak dengan para peternak untuk menghasilkan sekitar
10.000 ekor ayam potong per hari. Perusahaan ini telah beroperasi di Lombok sejak 1998 dan
sejak itu telah menciptakan ceruk pasar yang stabil bagi produk ayam potong. Ketika
perusahaan ini didirikan di Lombok, konsumsi harian produk ayam kampung adalah sekitar
5000 ekor. Setelah persaingan selama lima tahun, angka ini tidak mengalami perubahan dan
memperlihatkan segmentasi pasar yang kuat. Pengkajian atas harga dari kedua produk ini
mendukung kesimpulan ini — ayam kampung disukai di pasar lokal berdasarkan cita rasa,
kebersihan dan rendahnya kandungan bahan kimia, dan dijual pada harga pasar sebesar Rp.
18.750 per kg dibandingkan dengan ayam potong yang hanya sebesar Rp. 5.000 per kg. NUJ
mengklaim bahwa produk pesaing terbesar adalah produk ikan hasil tangkapan yang dihasilkan
secara musiman. Hal yang menarik adalah pada saat ini produksi ayam potong NUJ
dioperasikan pada kondisi yang merugi, dimana peternak menerima pembayaran sebesar Rp.
7.000 per kg berdasarkan kontrak. Terdapat sekitar 250 petani rakyat yang berpartisipasi di
dalam kontrak dengan rata-rata jumlah ternak ayam sebesar 2500 ekor per peternak. Jumlah
produksi ayam potong untuk setiap siklus produksi adalah 600.000 ekor. Seluruh hasil produksi
ayam potong dikonsumsi secara lokal (Patrick. Dkk, 2004).

Agar bisa terlibat di dalam kontrak dengan pihak NUJ, peternak diharuskan untuk memiliki
modal sebesar Rp. 20 juta untuk pengadaaan sejumlah prasarana dasar (misalnya kandang
ayam) yang dibangun berdasarkan spesifikasi yang ditentukan oleh perusahaan. Sebagaimana
yang diatur di dalam kontrak, peternak akan menerima bibit ayam DOC yang akan dipelihara
hingga mencapai berat 1,8-2 kg yang akan membutuhkan waktu hingga 35-45 hari tergantung
pada berat sasaran. Perusahaan menyediakan jasa penyuluhan dan konsultasi teknis, bibit
ayam DOC (diimpor dari Bali), pakan, produk ternak dan bahan kimia yang disediakan dalam
bentuk kredit. Produksi harus mengikuti panduan perusahaan yang didasarkan pada input yang
digunakan. Tidak terdapat penyediaan kredit tunai. Ketika ternak ayam telah mencapai berat
badan yang ditentukan maka ternak akan dikirim ke perusahaan yang kemudian akan
menjualnya kepada konsumen. Perusahaan tidak melakukan pengolahan terhadap ternak ayam
potong.
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Peternak pada saat ini menerima pembayaran sebesar Rp. 7.000 per kg dimana harga
ditentukan berdasarkan rumusan biaya dimana biaya pakan merupakan bagian terbesar.
Perusahaan bersifat dominan di dalam pemasaran output yang dihasilkan dan memiliki
kekuatan pasar yang besar. Perusahaan ini menghadapi persaingan dengan peternak ayam
dari Bali dan produk perikanan lokal. Tidak jelas tentang jenis kekuatan yang dimiliki oleh
perusahaan atas pasar pakan, atau apakah pasar tersebut dimonopoli oleh pihak perusahaan.
Para peternak diharuskan untuk membeli pakan dari perusahaan walaupun mereka juga
mengetahui harga pasaran pakan di Bali. Hal ini menyebabkan terjadinya kompetisi. Apabila
harga pasaran pakan yang ditetapkan oleh perusahaan terlalu melebihi harga yang berlaku di
Bali maka kontraktor yang berpengalaman akan memasok pakan dari Bali.

Pembayaran final ke peternak dilakukan 14 hari setelah penyerahan produk, yaitu setelah
melakukan pengurangan terhadap pembayaran kredit input yang diberikan kepada para
peternak. Para peternak menerima cek yang dicairkan di bank. Tampaknya terdapat sejumlah
permasalahan tentang ternak ayam yang memiliki berat badan di bawah standar dan ayam
yang sakit dan harus dijual di bawah harga pasaran. Kerugian ini merupakan tanggungan
peternak sebagaimana diatur di dalam kontrak.

Perusahaan mengklaim bahwa partisipasi di dalam kontrak bersifat stabil. Terdapat antrian
peternak yang tertarik untuk berpartisipasi di dalam sistem ini, dan tingkat pengunduran diri
dibatasi hanya sebesar tiga persen per tahun. Umumnya penyebab keluarnya peternak akibat
ketidakloyalan pada kontrak. Permasalahan utama yang dilaporkan oleh perusahaan adalah
permasalahan teknis — misalnya ketidakstabilan ketersediaan listrik dan kesulitan di dalam
mempertahankan suhu yang konstan — serta isu tentang konsistensi pengelolaan. Kontrak
dinegosiasikan secara langsung antara perusahaan dan peternak dan tidak ditandatangani
maupun disaksikan oleh pihak lainnya. Kontraktor bukanlah anggota dari kelompok khusus
yang berfokus pada kegiatan ternak ayam poting, dan satu-satunya pertemuan antar para
kontraktor ketika petugas penyuluhan perusahaan melaksanakan pertemuan dengan kelompok
yang terdiri dari 16 hingga 20 peternak kontrak.

Tembakau

Terdapat berbagai jenis perusahaan tembakau domestik yang menggunakan sistem pertanian
kontrak untuk memasok produk dari petani rakyat di Lombok. Salah satu perusahaan yang
dimaksud adalah PT Djarum. Perusahaan ini memulai sistem kontrak sejak tahun 1987 dan
pada saat ini telah menjalin kontrak dengan sekitar 500 petani, yang menghasilkan sekitar 500
ton per hektar dengan total area budidaya seluas 1500 hektar. Luas wilayah dan jumlah petani
ditentukan oleh kantor pusat di Jawa setiap tahunnya. PT Djarum memiliki tujuh kantor di
Lombok dan dianggap sebagai pulau yang merupakan tempat paling ideal untuk
membudidayakan tembakau. Hal ini tidak hanya karena iklim yang sesuai tetapi juga karena
para petani di Lombok memiliki pilihan sumber mata pencaharian yang terbatas dibandingkan
dengan Bali yang memiliki sektor konstruksi dan pariwisata yang bagus. PT Djarum akan
melaksanakan kontrak kerjasama dengan individual maupun kelompok selama luas wilayah
budidaya yang dikontrakkan minimal sebesar 2 hektar. Tanaman ditanam pada bulan Maret dan
dipanen pada bulan September. Perusahaan akan melakukan penyeleksian atas para
kontraktor potensial dan lazimnya menawarkan kontrak kepada hingga 75% dari jumlah
peminat. Biaya produksi relatif tinggi (Rp. 16,5 juta per hektar) sehingga perusahaan akan
menyediakan kredit atau memberikan dukungan terhadap aplikasi kredit petani kepada bank.
Perusahaan juga menyediakan dukungan penyuluhan dan menempatkan seorang staf untuk
setiap 100 hektar lahan perkebunan tembakau untuk memastikan bahwa petani mematuhi
prosedur operasional standar yang ditentukan. Petani diharuskan untuk memasok daun
tembakau kering kepada pihak perusahaan yang kemudian akan melakukan pemeringkatan
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(terdapat 23 jenis peringkat) dan mengirim produk ke Jawa untuk diolah. Para petani
memperoleh jaminan biaya produksi dan menerima pembayaran 15-20 di atas harga pasar
untuk produksi yang mereka hasilkan. Apabila terjadi kegagalan panen akibat pengelolaan yang
jelek, maka perusahaan akan meminta petani untuk membayar utang melalui jenis tanaman
yang lain yang dilaksanakan dengan kontrak pengelolaan yang lebih ketat. Terdapat petani
yang membudidayakan tembakau di luar sistem pertanian kontrak namun mereka harus
menanggung sepenuhnya risiko kegagalan panen dan fluktuasi harga.
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5 Metodologi

5.1 Persyaratan data

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan dari hasil
kegiatan survei dan observasi di industri udang di Sulawesi Selatan. Data primer dibutuhkan
untuk pelaksanaan analisis rantai nilai. Rantai dimulai dari petani hingga ke pengumpul,
koordinator dan cold storage (pembibitan udang tidak termasuk). Sampel dipilih dengan
menggunakan prinsip “bola salju” dan setelah itu tiga buah cold storage dipilih. Jumlah sampel
adalah 45 responden yang terdiri dari tiga buah cold storage, enam koordinator, duabelas
pengumpul dan 24 petambak udang.

Tabel 1: Total jumlah sampel
Koordinator Pengumpul Petambak Udang

Cold storage1 2 4 8
Cold storage 2 2 4 8
Cold storage 3 2 4 8

Data primer juga dikumpulkan dari para stakeholder industri udang melalui sebuah diskusi pada
lokakarya analisis Proses Hirarki Analitikal (Analytical Hierarchy Process/AHP). Terdapat 27
stakeholder industri udang yang memberikan pendapat mereka, dimana mereka berasal dari:
petambak udang, pengumpul, koordinator, pemilik cold storage, lembaga perikanan di tingkat
provinsi, pemerintah daerah, Universitas Hasanuddin (Dekan Fakultas Pertanian dan staf
pengajar di Fakultas Perikanan) dan seorang staf Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Perikanan. Data sekunder dikumpulkan dari BPS, Departemen Perikanan dan Kelautan,
Departemen Perdagangan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan lembaga lainnya yang
memiliki relevansi dengan studi ini.

5.2 Metode

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Metode yang digunakan mencakup
deskripsi statistik, rantai pasokan dan AHP. Metode statistik deskriptif digunakan untuk
menganalisis situasi sistem pertanian kontrak pada saat ini, terutama pada industri udang.
Perbandingan atas pendapatan total, Rasio Pendapatan-Biaya (Revenue Cost Ratio, R/C) dan
Rasio Manfaat-Biaya (Benefit Cost Ratio, B/C) untuk setiap sistem pertanian kontrak dianalisis
dengan menggunakan metode statistik deskriptif. Metode rantai nilai digunakan untuk
menganalisis nilai tambah dari berbagai agen yang berbeda untuk beragam pilihan kontrak
yang berbeda. Analisis rantai pasokan mencakup analisis margin keuntungan dan elastisitas
transisi. Metode AHP digunakan untuk memilih strategi terbaik atas pilihan pertanian kontrak.
Lebih lanjut, metode AHP digunakan untuk memahami secara mendalam tentang pandangan
petani, pilihan mereka dan apa yang dipilih oleh petani berdasarkan kepentingan mereka.

5.2.1 Konsep Rantai Nilai dan Rantai Pasokan

Manajemen rantai pasokan merupakan sebuah perubahan kelembagaan signifikan yang
berdampak pada petani rakyat. Manajemen rantai pasokan sendiri secara sederhana merujuk
kepada pengelolaan keseluruhan proses produksi, distribusi dan pemasaran untuk memasok
konsumen dengan produk yang diinginkan (Woods, dkk, 2002). Sejumlah manfaat yang dapat
diperoleh dari manajemen rantai pasokan yang baik, terutama dari sisi petani adalah: akses ke
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informasi tentang teknologi baru, input, kredit dan layanan penyuluhan, serta kegiatan
pemasaran. Seluruh kegiatan ini dapat membantu petani di dalam mengatasi berbagai
hambatan sumberdaya yang dihadapi oleh mereka dan mengurangi risiko produksi dan
pemasaran.

Merujuk pada definisi dari Handfield dan Nichols (2002), rantai nilai adalah serangkaian
perusahaan maupun pemain yang bekerjasama untuk memuaskan kebutuhan pasar untuk
produk atau layanan spesifik (Gambar 3.1). Hal ini dihubungkan dengan serangkaian
organisasi, sumberdaya dan pengetahuan yang terlibat di dalam penciptaan dan penyerahan
nilai kepada konsumen akhir.

Input o ) C Market
Delivery Delivery Delivery /
Food
Farmer Packer Fabricatio Service —"O Market
/ Distributor \
Vet Services Market

Gambar 1: Analisis Rantai Nilai (Sumber: Handfield dan Nichols (2002) pada Value Chain Partnership for
Sustainable Agriculture (VCPSA), 2007)

Sistem nilai mengintegrasikan kegiatan rantai pasokan dari penentuan kebutuhan konsumen
menjadi pengembangan produk/layanan, produksi/operasi dan distribusi: termasuk (apabila
dibutuhkan) pemasok lapis pertama, kedua, dan ketiga. Tujuan sistem nilai adalah untuk
menempatkan organisasi di dalam rantai nilai untuk mewujudkan tingkat tertinggi dari kepuasan
konsumen dan nilai, dan juga secara efektif mengeksploitasi kompetensi seluruh organisasi di
dalam rantai nilai (Handfield dan Nichols, 2002:11-12). Rantai nilai industri udang dapat
mencakup:

e Sebuah pemasok input (bibit, pakan, layanan perawatan tambak, dan lain-lain).
e Petambak atau produsen (untuk membudidayakan dan memasarkan udang)

e Pengolahan udang.

e Distributor yang mengirimkan produk ke pedagang grosir dan pasar lainnya.

e Konsumen yang membeli udang dalam berbagai bentuk produk.

Pada konteks agribisnis global, sebuah rantai nilai juga meliputi berbagai provider dan pemain
luar negeri yang menciptakan nilai dan menjalankan berbagai fungsi.
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Gambar 2. Rantai nilai sebagai kerangka studi
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Kerangka konseptual program pengembangan udang akan menghubungkan petambak udang,
yang umumnya merupakan petambak berskala kecil dan menengah dengan rantai nilai yang
produktif. Hal ini akan mencakup dua jenis hubungan:

e Hubungan vertikal, yang menghubungkan UKM dan pembeli dengan rantai nilai.
e Hubungan horizontal, yang menghubungkan antara sesama UKM.

Alasan utama untuk menerapkan pendekatan rantai nilai di dalam pengembangan industri
udang adalah karena kondisi agribisnis yang dipicu oleh globalisasi, Revolusi Supermarket, Dan
pemberlakuan Persyaratan dan Standar-Standar Baru. Pendekatan rantai nilai diyakini mampu
untuk mengantisipasi trend agribisnis pada saat ini maupun yang akan datang.

5.2.2 Proses Hirarki Analitis

Proses hirarki analitis (Analytic Hierarchy Process/AHP)dikembangkan di Wharton School of
Business oleh Thomas Saaty, yang memungkinkan para pengambil keputusan untuk
mengembangkan sebuah permasalahan yang rumit dalam bentuk struktur hirarkis, yang
memperlihatkan hubungan ant